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PIMPINAN DPRD KABUPATE"N. BALA NGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELA I'AN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BA!ANGAN
NOMOR 1884 /08 / DPRD-BLG / TAHUN 2019

TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PF'RATUR{\N DAF.RAH
KABUPATEN BALANGAN TENT ANG PER FTANGGUNGJA 'ABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAFRAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2018

. PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN.

Menimbang a. bahwa sehubungan telah dilaksanak

dalam Tangkaian proses penetap
Rancangan Peraturan

annva seluryh tahapan
an persetujuan DPRD terhadap
Daerah Kabupaten Balangan pada
Program Pembentukan Peraturan Dagerah Kabupaten Balangan
Tahun 2019 yakni terhadap Raperda lentang
Penanggungwwahan Pelaksanaan APBD  Tahun Anggaran

2018, maka d]pundung perlu menetapkan Persetujuan terhadap
Rancangan Peraturan Daerah tersebut :

b. bahwa berdasarkan periimbangan

huruf a_ perlu dntetapkan dalam Ke

sebagaimang dimaksud
Rakyat Daerah Kat

Putusan Dewan Perwakilan
Yupaten Balangpan

.1gmgal S Undang-Undang R Nomor 2 Tahun 2003 lentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu  dap Kabupaten
Balangan g, Proping Kalimantan Selatan (Lembaran Nepara
RI' Tahun 2003 Nomor 4265, Tambahan Lembaran Nepara
Repubhk Indonesy Nomor 4286).
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R1 Nomor
42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyarawatan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
5. I,Jndang-Undang Rl Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Rl Nomor 9 1 ahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

6. Peraturan Pemerintah RI' Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4712),

7. Peraturan Pemerintah R] Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administras Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakvyat Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057).

8  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201§ tentang Pedoman
Penyusunan Tata Terub Dewan Perwakilan Rakyat Daecrah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia  Nomor
6197),

9 Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
lentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Be

rta Negara
Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036 )

>

10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administrauf Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten
Balangan;

I1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Dae
Balangan Nomor | Tahun 2016 Tentang Tat
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balang

rah  Kabupaten
a Terub Dewan
an, sebagaimana

n 2017 Tentang
n Rakvat Daerah
016 Tentang Taa
abupaten Balangan, “

Kabupaten Balangan Nomor | Tahun 2
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Memperhatkan

Menetaphan

KESATU

KEDUA

KETIGA

" EMPAT

'}s“”’mt Panipurna Persetujuan Bersama 1 crhadap Rancangan
,x‘l_‘nman Dacrah Kabupaten Balangan tentang
Pertangeungjawaban Pelaksanaan APBD  lahun Anggaran
2018, pada Han Sclasa Langgal 9 Julh 2019

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN
PFRATURAN  DAFRAH KABUPATEN BALANGAN
TENTANG PERTANGGUNGIAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAFRAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2018 |

Persetujuan 1m1 diberikan  untuk  memenuhi  persyaratan
legalisasi rancangan peraturan daerah menjadi  peraturan
dacrah, sekaligus menyepakati rumusan vang tercantum dalam
matert sebagar bagian yang tidak terpisahkan dari hasil
kesepakatan rapat kerja pembahasan rancangan peraturan
dacrah, vakm Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018 |

Keputusan 1m  disampaikan kepada Pemernintah Daerah
Kabupaten Balangan untuk dilaksanakan Proses [IEvaluasi
kepada Gubernur Kalimantan Selatan selaku Wakil Pemerintah
Pusat, dan selanjutnya menyampaikan Hasil Evaluas tersebut
kepada DPRD Kabupaten Balangan sesuar dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannvya
Keputusan i dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Balangan,

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di -~ Paringin
pada tanggal 9 Juli 2019

DEWA RWAKILAN RAKYAT DAERAH
BN BALANGAN




